
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

(perkara Nomor: 305/Pdt.G/BANI/ 2014/PNJkt.Utr) adalah sebagai berikut: 

tahap pertama Pemohon mengajukan permohonannya yang berisikan identitas 

para pihak , alasan- alasan yang mendasar diajukan permohonan         

pembatalan ( Posita) dan menyampaikan apa-apa yang diinginkan oleh pihak 

pemohon, yang disebut juga dengan Petitum. Kemudian didaftarkan 

kepaniteraan Jakarta Utara ( karena memang pihak Termohon berdomisili di 

daerah Jakarta Utara ). Ketua Pengadilan Negeri  Jakarta Utara, menunjuk 

Majelis Hakim yang akan memeriksa Perkara tersebut sehingga terbitlah 

penetapan Ketua Pengadilan tentang Penunjukkan Majelis Hakim. Setelah 

diberitahukan penetapan penunjukan majelis hakim kepada majelis hakim yang 

bersangkutan maka majelis hakim menentukan penetapan hari sidang dan oleh 

majelis hakim yang bersangkutan akan menyampaikan pada juru sita 

pengadilan supaya memanggil para pihak (dalam hal ini pihak Pemohon dan 

Termohon atau Penggugat dan Tergugat). Pada waktu hari sidang yang 

ditentukan , maka majelis hakim akan membuka sidang yang mana terbuka 

untuk umum. Ketua Majelis Hakim akan menanyakan identitas para pihak atau 

Kuasanya yang hadir, dan apabila   para pihak ada yang belum hadir maka 

diberikan kesempatan  untuk dipanggil dua kali lagi. Apabila para pihak semua 

sudah hadir atau pihak yang tidak hadir sudah dipanggil secara patut tidak 



 

 

hadir juga maka pihak yang tidak hadir tersebut tadi ditinggal atau dianggap  

tidak mempertahankan haknya. Bagi pihak yang hadir proses selanjutnya 

adalah mediasi yang dipimpin oleh seorang Hakim Mediator, baik Hakim 

Mediator dari Pengadilan itu sendiri atau para pihak menunjuk Hakim 

Mediator yang berasal dari Luar Pengadilan. Untuk mediasi ini diberikan 

waktu 40 (empat puluh) hari, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak 

terdapat kesepakatan para pihak maka mediator  harus mengembalikan ke 

Majelis semula. Atau apabila sebelum 40 (empat puluh) hari, sudah tercapai 

kesepakatan , maka hasil kesepakatan tadi dijadikan sebagai Akta Perdamaian 

(Dading) yang kekuatannya sama dengan Putusan Pengadilan dan hasil 

kesepakatan  tersebut tidak boleh di banding. Dalam hal tidak tercapai 

perdamaian, walaupun belum habis waktu untuk mediasi, maka mediator harus 

mengembalikan perkara tersebut ke Majelis Hakim yang menyidangkan 

perkara tersebut. Pada hari yang ditentukan Hakim membuka sidang kembali  

dan melanjutkan pemeriksaan perkara, biasanya  Hakim mengganggap gugatan 

sudah dibacakan, maka untuk sidang selanjutnya  pihak Tergugat akan 

menyampaikan jawaban (biasanya jeda setiap kali sidang adalah 1(satu) 

minggu. Di minggu selanjutnya pihak Pengugat akan menjawab jawaban 

Tergugat yang disebut dengan Replik. Pada sidang selanjutnya pihak Tergugat 

akan menyampaikan Duplik (jawaban dari Replik), kemudian bukti dari pihak 

Pengugat dan bukti pihak Tergugat saksi -saksi dari Penggugat dan saksi dari 

pihak Tergugat diakhir persidangan sebelum acara putusan, para pihak 

(pegugat dan Tergugat) akan menyampaikan kesimpulan ( Konklusi) guna 



 

 

mempermudah majelis hakim dalam membuat  pertimbangan. Akhirnya setelah 

semua acara dilalui maka sampailah kepada putusan. 

  Proses Pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

(perkara Nomor: 305/Pdt.G/BANI/ 2014/PNJkt.Utr berawal dari ketidakpuasan  

pihak PT. Sea World Indonesia terhadap  Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-

BANI/2013 yang sudah diputus dan mengajukan permohonan pembatalan 

sesuai unsur-unsur dalam Undang – Undang RI. No. 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa pada unsur  point b yaitu  ada 

dokumen maupun fakta yang disembunyikan baik  oleh PT. Pembangunan Jaya 

Ancol (Persero),Tbk. (Termohon I ) sebagai pihak maupun salah satu arbiter 

BANI (Termohon II) yang ditunjuk oleh Termohon I yang sifatnya 

menentukan dan point c. putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013  

terindikasi kuat putus berdasarkan tipu muslihat yang menunjukkan 

keberpihakkan Termohon II kepada salah satu pihak sehingga adalah berdasar 

hukum Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013. Jawaban dari 

Termohon II terhadap dalil yang disampaikan Pemohon pada point b  Undang 

– Undang RI. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian 

Sengketa Pasal 70  mengenai adanya dokumen yang sifatnya menentukan di 

mana dokumen ini menunjukkan adanya afiliasi antara saksi ahli tidak 

mendasar dan mengada-ada. Termohon II menegaskan tidak benar Ibu ME. 

Elijana Tansah, SH., bekerja atau pernah bekerja di Kantor GANI DJEMAT & 

Partners, tempat dimana Bpk Humprey R Djemat,SH. 



 

 

2. Akibat hukum pembatalan  putusan arbitrase oleh Pengadilan  Negeri Jakarta 

Utara (perkara Nomor: 305/Pdt.G/BANI/ 2014/PNJkt.Utr) adalah walaupun 

pihak PT. SEA WORLD INDONESIA  (PT.Laras Tropika Nusantara) telah 

berusaha membatalkan putusan arbitrase Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 

namun pada akhirnya posisi kasusnya kembali ke semula karena pihak 

PT,PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (persero) Tbk dan  BADAN 

ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) melakukan upaya banding 

ke Mahkamah Agung tapi sebaliknya PT SEA WORLD INDONESIA  

(PT.Laras Tropika Nusantara), tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum 

karena berhubungan dengan adanya Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 30 tahun 

1999. 

    Dalam Studi  kasus  yang  penulis angkat pada penulisan skripsi ini, walaupun 

sudah  diperiksa  pada  dua  (2)  tingkat  Pengadilan    ( Pengadilan Negeri dan 

Mahkamah  Agung),  namun   putusan  tersebut  tidak merobah akibat  hukum 

pada para  pihak  karena  putusannya  kembali pada Putusan arbitrase semula. 

Diketahui   dari  pihak  Pengadilan  Negeri   Jakarta  Utara  saat  ini   PT  SEA  

WORLD   INDONESIA   (PT.Laras  Tropika   Nusantara)  telah   mengajukan 

gugatan Perdata ( Perbuatan melawan Hukum) terhadap PT.PEMBANGUNAN   

JAYA  ANCOL   (persero)   Tbk  akibat   PT. SEA  WORLD     INDONESIA  

(PT.Laras Tropika Nusantara), tidak  merasa  puas dengan   putusan   Arbitrase   

maupun dengan   putusan   Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara ataupun  Putusan 

Banding Mahkamah Agung. 
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B. Saran 

1. Agar tidak terjadi lagi pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri,  

kedepannya  pembuat Undang-Undang harus merobah atau memperbaiki 

Undang-Undang Nomor 30/1999, agar tidak memberikan celah pada pihak 

yang dikalahkan  dalam putusan arbitrase tetap dipertahankan azaz final dan 

binding.  

2. Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 30/1999, saling bertentangan ( UU 

tersebut tidak sempurna), yaitu pasal 60  yang berbunyi  

    “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai hukum tetap  dan 

mengikat para pihak” 

 

    sementara di pasal 70  dibuka peluang kepada pihak melakukan tindakan 

pembatalan yang mana pasal 70 tersebut berbunyi 



 

 

 “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan 

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut : 

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah  putusan 

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang 

disembunyikan oleh pihak lawan; atau 

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak 

dalam pemeriksan sengketa”. 

 

Dan pasal 72  ayat (4) yang berbunyi : 

      “Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke  

        Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”. 

 

Sehingga kiranya perlu disempurnakan dan menghapus pasal 72 UU Nomor 

30 tahun 1999. 

3. Perlunya penyempurnaan UU Arbitrase 

  Arbiter adalah manusia biasa, yang tidak pernah luput dari kesalahan. 

Hakim yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus saja tidak 

luput dari kesalahan, apalagi arbiter, yang mungkin saja tidak berlatarbelakang 

pendidikan hukum. Suatu putusan arbitrase karenanya tidak kebal (immune) 

terhadap kontrol (pengawasan) atau pemeriksaan oleh pengadilan. Justru, untuk 

menjaga kualitasnya sehingga pada akhirnya arbitrase dapat berkembang, 

arbitrase membutuhkan kontrol pengadilan.  Itu sebabnya, pembatalan suatu 

putusan arbitrase adalah upaya hukum yang biasa yang berlaku secara 

universal. Hukum arbitrase di negara manapun pasti mengatur upaya hukum 

yang dapat dilakukan terhadap suatu putusan arbitrase, walaupun istilah yang 

digunakan mereka mungkin berbeda-beda. Di Amerika Serikat misalnya 

menggunakan istilah vacating the award (dapat diterjemahkan peniadaan 

putusan); di Perancis seperti halnya di Belanda dan Indonesia menggunakan 



 

 

istilah pembatalan (annulment; recours en annulation); di beberapa negara 

lainnya menggunakan istilah setting aside (dapat diterjemahkan 

pengesampingan). 

  Meski demikian, tentu saja, upaya pembatalan putusan arbitrase tidak 

boleh dilakukan secara berlebihan. Campur-tangan pengadilan melalui 

kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan 

tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 

mengenai arbitrase. Agar arbitrase di Indonesia dapat berkembang baik, UU 

Arbitrase memang perlu disempurnakan dalam beberapa aspek, khususnya 

dalam hal pengaturan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan oleh 

pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase. Penulis berharap 

pihak-pihak yang berwenang segera melakukan segala upaya agar UU 

Arbitrase dapat disempurnakan sehingga UU Arbitrase Indonesia boleh sinkron 

dengan konvensi-konvensi internasional mengenai arbitrase yang sudah 

terlebih dahulu diratifikasi Indonesia, maupun kaidah-kaidah hukum arbitrase 

yang berlaku secara universal.  

  Sementara waktu, mengingat UU Arbitrase belum mengatur secara khusus 

alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan 

putusan arbitrase, maka nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 

sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase dapat digali, dipahami, dan 

diikuti oleh pengadilan Indonesia. Alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam 

Konvensi New York maupun UNCITRAL Model Law, seperti: ketiadaan 

perjanjian arbitrase yang sah, pelanggaran terhadap prinsip kepatutan atau 



 

 

keadilan dalam berperkara (due process of law), misalnya: ketidakwajaran 

dalam proses pemilihan arbiter atau proses arbitrase, tidak adanya 

pemberitahuan yang patut dan pemberian kesempatan membela diri yang adil/ 

berimbang, proses pemilihan arbiter yang bertentangan dengan perjanjian, 

arbiter yang bertindak di luar kewenangan (excess of authority), dan sengketa 

yang diputus tidak dapat diarbitrasekan (non-arbitrable), maupun (apalagi) 

alasan pelanggaran atas ketertiban umum (public policy), menurut penulis 

sepatutnya ikut dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memeriksa 

permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.  

 


